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I. UMUM

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan
nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak telah memberikan bentuk-bentuk pelindungan
hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia.

Adapun salah satu bentuk pelindungan terhadap Anak dilakukan
melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan
bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan
atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi
serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur
12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak
pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum
berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga
melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses
peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak
dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
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Proses Diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi Anak. Dalam proses
Diversi, penyelesaian perkara Anak dialihkan dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan
pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat
dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah
melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun
yang tidak.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat
diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan
sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap
Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau
diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk
dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang
tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,
antara lain:

1. pedoman pelaksanaan proses Diversi;

2. tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi; dan

3. syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang
belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga
melakukan tindak pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan memberikan kewajiban
(imperatif) bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
untuk melaksanakan Diversi dalam rangka mewujudkan
Keadilan Restoratif.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah proses
perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan,
ikhlas dan tidak boleh ada pemaksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan korban” adalah
hak dari korban atau Anak Korban harus
diperhatikan secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan dan tanggung
jawab Anak” adalah anak tetap diberikan hak-
haknya namun tetap dilakukan pembinaan atas
kesalahannya agar Anak tidak lepas dari tanggung
jawab untuk melaksanakan kesepakatan Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kategori tindak pidana dalam ketentuan ini
merupakan indikator bahwa semakin rendah
ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf b

Umur Anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
menentukan prioritas pemberian Diversi. Semakin
muda umur Anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembalian pada keadaan
semula” antara lain melakukan perbaikan suatu barang,
pengobatan, dan biaya lain yang timbul karena tindak
pidana, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesepakatan Diversi tidak
dilaksanakan” adalah kesepakatan Diversi yang
tidak dilaksanakan sama sekali atau kesepakatan
Diversi yang telah dilaksanakan namun belum
selesai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak”
antara lain menjamin keselamatan Anak dari ancaman
korban dan keluarganya.

Yang termasuk LPKS adalah pesantren dan panti asuhan
yang ditunjuk dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
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Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “para pihak” antara lain Anak
dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau
orang tua/Wali, atau pimpinan lembaga pendidikan dan
pelatihan, serta pimpinan tempat Anak melakukan
pelayanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses
kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental
maupun sosial, agar Anak dapat kembali melaksanakan
fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses
penyiapan Anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan
keluarga dan masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
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Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan berkas” termasuk
juga hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial
Profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
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Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.
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Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id



No.5732 10

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan pedagogis” adalah
pertimbangan dalam mengambil keputusan harus bersifat
mendidik yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa Anak.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “menggali informasi” adalah proses yang
dilakukan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan
Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan kewenangannya
masing-masing untuk memperoleh dasar dalam pengambilan
keputusan, yang tidak membahayakan Anak secara fisik dan
psikis.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.
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Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ketentuan mengenai pendanaan yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain digunakan
untuk program pendidikan, pelatihan, pembinaan,
pembimbingan, kesehatan fisik dan psikososial, serta pelayanan
masyarakat.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.
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